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MUNGKINKAH PENDEKATAN

KEADILAN RESTORATIF LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERORI

ENTASI PADA PENGHUKUMAN TERHADAP PELAKU SEMATA,

MENCGABAIKAN KEBUTUHAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN KERUGIAN PARA KORBAN.

PELAKU HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA
MATERIIL PARA KORBAN.

LINGKUNGAN HIDUP

KORBAN

MASYARAKAT

Forsyth et al. (2021) memperkenalkan konsep
‘environmental restorative justice’:

might apply in the context of environmental harm
It creates an opportunity to better repair and
correct harmful practices and prevent future
environmental damage.

mean finding ways of restoring biodiversity,
ecosystem health, access to or safety of places
that have been damaged and restoring or
revivifying care of place, considering the histories,
lore, values, inhabitants, and potentialities of each

LANGSUNG KEPADA KORBAN DAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN

KEADILAN RESTORATIF LINGKUNGAN adalah sarana atau
peluang untuk mengintegrasikan instrumen hukum lingkungan
dalam memulihkan kerugian korban: LINGKUNGAN HIDUP,
MASYARAKAT, DAN NEGARA

e SANKSI e GANTI .
& ADMINISTRATIF J| ® KERUGIAN ULl

Pendekatan keadilan restoratif lingkungan dapat
meningkatkan perwujudan:

. & KEMANFAATAN m & KEPASTIAN HUKUM

Proses keadilan restoratif bermanfaat bagi korban dan pelaku
dengan menekankan pemulihan korban melalui ganti rugi,
pembenaran, dan penyembuhan dan dengan mendorong

kompensasi oleh pelaku melalui reparasi, perlakuan yang adil, dan
rehabilitasi

- Van Ness & Strong (1997)
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KONDISI PEMUNGKIN PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI BERKEADILAN RESTORATIF

SANKSI ADMINISTRATIF

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah [EE el CHEERLEELEInbIRIEifkepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat

uu atau Pemerintah Daerah - Pasal 76
32/2009
Sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. EI I E R IINTIAEIaL, d. pembekuan Perizinan
Berusaha; e. pencabutan Perizinan Berusaha - Pasal 82C
PERDATA
BEWEEERIEN NG e Bgldapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. - Pasal 87 ayat (1)
(V]0)
32/2009 | Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang LH berwenang [iEi-eILET ¥ -cle T F=Cllal (=K ET Rl ELET)
Merhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang mengakibatkan kerugian LH. - Pasal 90

GUGATAN MASYARAKAT

uu
32/2009

Masyarakat berhak mengajukan {IEEIERTERVELUERLE ] slel % untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Pasal 91

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup EisEEEIR

PIDANA TAMBAHAN

uu
32/2009

terhadap badan usaha dapat dikenakan [sJsElfERENEliEatau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa
yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun - Pasal 119
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KONDISI PEMUNGKIN PENEGAKAN HUKUM TERINTEGRASI BERKEADILAN RESTORATIF

TPPU/PEMULIHAN ASET

REVAC eI O O e e N Ea i M ZAYsesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan PUU, kecuali ditentukan lain menurut UU ini. -

Pasal 74
UU 8/2010 Selain pidana denda, terhadap Korporasijuga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: e. S el PPt o euntuk negara - Pasal 7
ayat (2) huruf e

Dalam hal diduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada PN untuk memutuskan
REELC N EENRE A ele)- Pasal 67 ayat (2)

Putusan
15;‘;&,_ “Yang dimaksud dengan ‘oSl liMlZ:AWadalah pejabat atau instansi yang oleh PUU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”
XI1X/2021

Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: el LI ELEIEHLGLENEERlatau keuntungan yang telah
uu diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing -
18/2013 | Pasal 66 ayat (3) huruf b

PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

L= oWl (s ET ER eI EEN I e VR [ e L ET Rl =R it g il s} diajukan penuntut umum dengan mempertimbangkan: a. ancaman bagi kelangsungan hidup
BAB IX manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c.
lamanya jangka waktu Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENIADAKAN SANKSI PIDANA

uu Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab
32/2009 | pemulihan dan pidana- Pasal 78
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PENERAPAN MULTI-INSTRUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM
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